PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

(INDUSTRIAL ESTATE) DI DAERAH

BAB  I  

PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang

· Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dimana kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan sektoral yang selama ini melekat pada Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
· Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estate) adalah salah satu alat (tools) untuk pengembangan kegiatan industri yang dirasakan efektif terutama ditinjau dari segi :

a. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kapling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.

b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.

c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

· Namun perlu digarisbawahi mengingat penyediaan suatu kawasan industri merupakan suatu kegiatan business, maka dalam pengembangannya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan tekno ekonomis.

· Untuk itu agar pengembangan kawasan industri di daerah dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan suatu Pedoman Pengembangan Kawasan Industri.

1.2.
Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pada Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri ini adalah untuk dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kawasan industri (Industrial Estate), baik bagi aparatur Pemerintah dalam penerbitan izin dan pembinaan serta pengawasan kawasan industri maupun bagi dunia usaha dalam melihat peluang  investasi di bidang kawasan industri di daerah.

Tujuannya adalah agar kawasan industri yang dikembangkan benar-benar berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menjawab peluang investasi industri di daerah.

1.3.
Ruang Lingkup 

Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri meliputi 4 (empat) aspek,  yaitu : 

a. Aspek Kelayakan, yaitu melihat segi-segi internal dan eksternal yang mendukung pengembangan suatu kawasan industri di daerah.

b. Aspek Pemilihan Lokasi, yaitu merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi kawasan industri.

c. Aspek Standar Teknis, yaitu merupakan standar-standar perencanaan prasarana dan sarana penunjang untuk mendukung kelangsungan suatu kawasan industri.

d. Aspek Legal Administrasi, yaitu merupakan prosedure perijinan dan aspek-aspek legal yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan dan pengoperasian suatu kawasan industri.

BAB  II

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

2.1.
Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Pengembangan Kawasan Industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah dimana kawasan industri berlokasi. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pengembangan kawasan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan  lingkungan hidup.

Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pengembangan kawasan industri. Melalui pembangunan kawasan industri maka bagi investor pengguna kapling industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap,  keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industri, berbagai jaringan infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di kawasan industri.

Bilamana ada jaminan permintaan penyediaan infrastruktur yang pasti, jelas akan meyakinkan bagi penyedia infrastruktur membangun dan menyediakannya.

Dari aspek tata ruang, dengan adanya kawasan industri maka masalah-masalah konflik penggunaan lahan akan dapat dihindari. Demikian pula, bilamana kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi kawasan industri.

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu.

2.2.
Faktor dan Kriteria Aspek Teknis Dalam Pertimbangan Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri

2.2.1.
Faktor Pertimbangan Kelayakan

Dalam menilai kelayakan pengembangan kawasan industri variabel pertimbangannya dapat dikelompokkan dalam 2 faktor pertimbangan yaitu faktor internal dan eksternal.

2.2.1.1.
Faktor Internal

Faktor internal diartikan sebagai faktor yang menjadi pertimbangan kelayakan pengembangan industri dilihat dari sudut kegiatan industri saja. Dalam hal ini ada beberapa variabel yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan industri yang menjadi pertimbangan bagi kelayakan pengembangan KI, yaitu sebagai berikut:

· Besaran permintaan lahan (land demand)

· Kecenderungan jenis industri yang tumbuh

· Berbagai permasalahan lingkungan yang sudah dan mungkin timbul sebagai akibat dari pertumbuhan industri yang ada.

· Ketersediaan prasarana

· Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a.
Besaran Permintaan Lahan (Land Demand)


Kebutuhan minimum lahan untuk suatu kawasan industri layak dikembangkan adalah 20 Ha. Dilihat dari sudut pandang permintaan lahan, suatu kawasan industri layak dikembangkan jika permintaan lahan rata-rata per tahunnya 7-10 Ha. Besaran lahan maksimum untuk pengembangan kawasan industri yang cukup ideal dalam arti cukup layak bagi suatu pengelolaan kawasan industri pada daerah yang mempunyai pertumbuhan industri tidak cukup tinggi adalah sebesar 100 Ha.  Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan upaya-upaya spekulasi tanah. Sementara suatu kawasan industri baru dianggap layak memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu, apabila luasnya >50 Ha.

b.
Kecenderungan Jenis Industri Yang Tumbuh


Indikator kelayakan pengembangan kawasan industri ditinjau dari sudut pandang  jenis industri adalah perkembangan jenis industri manufaktur/pengolahan dengan tingkat pertumbuhan minimum per tahun 5 unit usaha. Disamping itu juga dapat dinilai dari karakter industrinya apakah jenis industri basis (inti/core) atau vendor.


Pada umumnya jenis industri yang tumbuh dalam kawasan industri tidak dapat diprediksikan. Tetapi dalam suatu kawasan terdapat kecenderungan tumbuhnya industri dalam satu keterkaitan input-output, dimana terdapat satu atau dua industri utama dan kemudian didukung oleh industri-industri lainnya sebagai vendor. Dalam kaitan dengan penguatan ekonomi wilayah maka diarahkan jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang berbasis pada potensi daerah.

c.
Masalah Lingkungan 


Salah satu pertimbangan untuk mendorong tumbuhnya kawasan industri adalah dikarenakan adanya tekanan pertumbuhan industri secara individual yang sudah menimbulkan gangguan keamanan bagi lingkungan sekitarnya, baik itu berupa pencemaran lingkungan karena limbah padat, cair maupun gas. Bila terjadi kecenderungan timbulnya konflik penggunaan lahan karena dinamika pertumbuhan kegiatan industri dan juga adanya degradasi dari kaualitas lingkungan, maka sudah sepantasnya pertumbuhan industri diarahkan kedalam kawasan industri. Dengan demikian pengembangan kawasan industri sudah layak dilakukan.

d.
Ketersediaan Prasarana


Persoalan yang cukup rawan bagi keberlangsungan pengembangan kawasan industri dalam kaitannya dengan ketersediaan prasarana ini adalah masalah kualitas layanan prasarana yang dibutuhkan, misalnya: Dukungan listrik pada suatu daerah umumnya tidak dipersiapkan untuk pelayanan bagi kegiatan industri dimana ada tuntutan kualitas layanan diatas layanan domestik. Demikian juga dengan prasarana dan sarana pendukung lainnya. Untuk itu, bilamana suatu daerah direncanakan untuk mengembangkan kawasan industri, pihak pemerintah daerah perlu mengkaji secara seksama tentang dukungan prasarana yang dibutuhkan apakah mampu disediakan di daerahnya. Adapun indikator pertimbangannya adalah sebagai berikut:

· Adanya pelabuhan laut dalam radius tertentu sebagai outlet produk baik antar pulau maupun  eksport.

· Adanya jaringan jalan arteri atau kolektor primer yang menghubungkan daerah otonom dengan pelabuhan (outlet).

· Tersedianya sumber daya listrik dengan kapasitas yang memadai untuk kegiatan industri baik daya maupun tegangan listriknya.

· Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik bersumber dari air permukaan, air tanah dalam ataupun PDAM.

· Tersedianya jaringan telekomunikasi yang mampu memenuhi permintaan hubungan dengan wilayah lainnya baik dalam hubungan keluar (outgoing) maupun menerima dari luar  (incoming).

· Tersedianya fasilitas penunjang seperti fasilitas perbankan yang mempunyai layanan transaksi internasional dan layanan mata uang asing (valas).

e.
Tersedianya Sumber Daya Manusia


Terdapatnya sumber daya manusia dengan kualifikasi SLTP ke atas dalam jumlah yang memadai. Sebagai ilustrasi jika dicanangkan untuk mengembangkan 100 Ha kawasan industri maka akan membangkitkan kebutuhan tenaga kerja sebesar 9.000 – 11.000 orang, dengan tingkat pendidikan SLTP ke atas.

2.2.1.2.
Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan pengembangan kawasan industri adalah sebagai berikut :

· Kondisi Hinterland

· Persaingan Dengan Daerah Lainnya

· Lokasi Strategis terhadap Sistem Ekonomi Makro

· Stabilitas Keamanan

a.
Kondisi Hinterland


Potensi hinterland yang perlu menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan pengembangan kawasan industri adalah  sejauhmana potensi SDA yang ada di daerah hinterland sudah diolah oleh industri hulu/dasar yang bersifat “raw material oriented” dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan/manufaktur yang akan berkembang di kawasan industri yang biasanya bersifat “footloose industry” dan memanfaatkan keuntungan lokasi (locational advantage) dari daerah depan (frontier region) terutama yang terdapat lokasi outlet (pelabuhan). Dalam visi pengembangan industri dan dalam era otonomi daerah maka pengembangan kawasan industri harus merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk hinterlandnya.

b.
Persaingan Dengan Daerah Lainnya


Pertimbangan dari variabel ini adalah untuk mencermati apakah pada daerah sekitarnya sudah ada atau tidak kawasan industri, terutama yang berada pada satu sistem jaringan transportasi dengan satu outlet dimana persaingan usaha kawasan industri akan terjadi dalam radius 100 Km. Bilamana pada daerah yang berdekatan dengan sistem jaringan transportasi yang tidak sama, maka masih dimungkinkan untuk mengembangkan satu kawasan industri.


Bentuk lain dari persaingan dengan daerah lainnya adalah dalam hal persaingan jenis industri yang dikembangkan di masing-masing kawasan industri. Diupayakan untuk tidak pada jenis industri yang sama atau dengan industri basis yang sama, tetapi dengan basis industri yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi.

c.
Lokasi Strategis Terhadap Sistem Ekonomi Makro


Suatu daerah mampu menarik investasi di sektor industri hanya dimungkinkan bilamana daerah tersebut telah mempunyai jaringan kegiatan ekonomi yang baik dengan daerah yang lebih luas. Dalam pertimbangan ini indikator yang dapat dipakai untuk menilai kelayakan pengembangan kawasan industri adalah bilamana daerah bersangkutan mempunyai keuntungan lokasi (locational advantage) terhadap sistem perekonomian makro/regional yang ada terutama melalui jalur-jalur pelayaran maupun jalur transportasi darat.

d.
Stabilitas Keamanan


Stabilitas keamanan merupakan satu jaminan keberlangsungan kegiatan industri.  Layak tidaknya suatu daerah mengembangkan kawasan industri sangat bergantung dengan seberapa mampu daerah menjamin keamanan daerahnya baik itu keamanan dari gangguan pihak asing maupun gangguan keamanan dari dalam misalnya gejolak sosial.

2.2.2.
Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi

2.2.2.1.
Jarak ke Pusat Kota

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam rangka kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik prasarana dan prasarana maupun segi-segi pemasaran.


Mengingat pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun seluruh sistem prasarana dari mulai tahap awal melainkan memanfaatkan sistem yang telah ada seperti listrik, air bersih yang biasanya telah tersedia di lingkungan perkotaan, dimana kedua sistem ini kestabilan tegangan (listrik) dan tekanan (air bersih) dipengaruhi faktor jarak,  disamping fasilitas banking, kantor-kantor pemerintahan yang memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri yang pada umumnya berlokasi di pusat perkotaan, maka idealnya suatu kawasan industri berjarak 15 – 20 Km dari pusat kota.

2.2.2.2.

Jarak Terhadap Permukiman 

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu: 

· Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan  sebagai akibat dari pembangunan KI. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman disini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan, dimana sering terjadi areal tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri.

· Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
· Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi kegiatan industri.

2.2.2.3.
Jaringan Jalan Yang Melayani

Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi.

Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan industri, harus  memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan  yang akan akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan.  Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada dari keberadaan KI pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Apabila hal ini kurang mendapat perhatian akan berakibat negatif terhadap upaya promosi KI.

Untuk pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri  primer harus tersedia untuk melayani lalu-lintas kegiatan industri.  

2.2.2.4.
Jarak Terhadap Lokasi Fasilitas dan Prasarana

a.
Jaringan listrik


Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri  sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik dimana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan.


Kegiatan  industri  umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau  dibutuhkan partisipasi sektor swasta untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri.

b.
Jaringan telekomunikasi


Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.

c.
Pelabuhan laut/outlet 


Kebutuhan prasarana pelabuhan/outlet menjadi kebutuhan yang mutlak, terutama bagi kegiatan pengiriman bahan baku/bahan penolong dan pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerah dan keluar negeri (ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan pelabuhan sebagai pintu keluar – masuk berbagai kebutuhan pendukung. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi satu produk membutuhkan banyak bahan pendukung yang tidak mungkin dipenuhi seluruhnya dari dalam daerah/wilayah itu sendiri, misalnya kebutuhan peralatan mesin dan komponen produksi lainnya yang harus diimport, demikian pula produk yang dihasilkan diharapkan dapat dipasarkan di luar wilayah/eksport agar diperoleh nilai tambah/devisa. Untuk itu maka keberadaan pelabuhan/outlet menjadi syarat mutlak untuk pengembangan KI.    

2.2.2.5.
Topografi
Pemilihan  lokasi  peruntukan   kegiatan industri hendaknya pada areal lahan yang memiliki topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara maksimal, memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Topografi/kemiringan tanah maksimum 0 – 15 derajat.

2.2.2.6.
Jarak Terhadap Sungai Atau Sumber Air Bersih

Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai. Karena sungai memiliki peranan penting untuk kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Disamping itu jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan  daerah aliran sungai (DAS),  sehingga kegiatan industri  dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatan industrinya tetapi juga dengan tidak  menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan daerah aliran sungai (DAS) tersebut.  

Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan D atau Kelas III dan IV.

2.2.2.7.
Kondisi lahan

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan kesuburan lahan.
a.
Daya Dukung Lahan


Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan jenis produksi yang dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi  tanah, serta tingkat  kelabilan tanah,  yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi konstruksi yang digunakan.  Mengingat bangunan industri membutuhkan fondasi dan konstruksi yang kokoh, maka agar diperoleh efisiensi dalam pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung tanah (sigma) berkisar antara ( : 0,7 – 1,0 kg/cm2.

b.
Kesuburan Lahan

Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi peruntukan kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian, maka kondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan tidak dicalonkan dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas  pertanian, sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat dan dalam jangka panjang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan (food security) di daerah-daerah. Untuk itu dalam pengembangan industri, pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk tidak memberikan ijin lokasi industri pada lahan pertanian, terutama areal pertanian lahan basah (irigasi teknis).

2.2.2.8.
Ketersediaan Lahan 

Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama industri-industri berskala sedang dan besar. Untuk itu skala industri yang akan dikembangkan harus pula memperhitungkan luas lahan yang tersedia, sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk konversi lahan secara besar-besaran, guna pembangunan kawasan industri.    

Ketersediaan lahan harus memasukan pertimbangan kebutuhan lahan di luar kegiatan sektor industri sebagai ‘multiplier effects’ nya, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan lainnya.  Sebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya seluas 1 – 1,5 Ha untuk tempat tinggal para pekerja dan berbagai fasilitas penunjang. Artinya bila hendak dikembangkan 100 Ha Kawasan Industri disuatu daerah, maka di sekitar lokasi harus tersedia lahan untuk fasilitas seluas 100 – 150 Ha, sehingga total area dibutuhkan 200 – 250 Ha.    

2.2.2.9.

Harga Lahan

Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih lokasi peruntukan industri adalah harga beli/sewa lahan yang kompetitif, artinya bila lahan tersebut dimatangkan dalam arti sebagai kapling siap bangun yang telah dilengkapi prasarana penunjang dapat dijangkau oleh para pengguna (user). Dengan demikian maka dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri sebaiknya harga lahan (tanah mentah) tidak terlalu mahal.  Disamping itu sebagai syarat utamanya agar tidak terjadi transaksi lahan yang tidak adil artinya harga yang tidak merugikan masyarakat pemilik lahan, atau pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat menanamkan modal dalam investasi kawasan industri melalui lahan yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian membuka peluang bagi masyarakat pemilik lahan untuk merasakan langsung nilai tambah dari keberadaan kawasan industri di daerahnya. 

2.2.2.10.
Orientasi Lokasi

Mengingat Kawasan Industri  sebagai tempat industri manufaktur (pengolahan) yang biasanya merupakan industri yang bersifat ‘footlose’ maka orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi tenaga kerja.

2.2.2.11.
Pola Tata Guna Lahan

Mengingat kegiatan industri disamping menghasilkan produksi juga menghasilkan hasil sampingan berupa limbah padat, cair dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebaiknya dilokasikan pada lokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar.

2.2.2.12.
Mulitiplier Effects

Pembangunan Kawasan Industri jelas akan memberikan pengaruh eksternal yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Dengan istilah lain dapat disebut sebagai multiplier effects. Dalam pertimbangan ini akan dibahas dari 2 aspek saja yaitu pengaruh terhadap bangkitan lalu lintas dan juga aspek ketersediaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan kebutuhan berbagai fasilitas sosial.

Pembangunan suatu kawasan industri (misalnya dengan luas 100 Ha) akan membangkitkan lalu lintas yang cukup besar baik bangkitan karena lalu lintas kendaraan penumpang mengangkut tenaga kerja maupun kendaraan trailer pengangkut barang (import dan eksport). Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada uraian berikut:

· Bila diasumsikan rata-rata per hektare lahan di kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, maka dengan luas 100 Ha akan terdapat 10.000 tenaga kerja. Selanjutnya diasumsikan bahwa tenaga level manager sebesar 3% atau 300 orang, level staff 20% atau 2000 orang, dan buruh 7700 orang dengan komposisi penduduk lokal 500 dan 7200 adalah buruh pendatang.

· Dari asumsi penduduk di atas, diasumsikan bahwa yang akan membangkitkan lalu lintas (traffic) dengan perjalanan interregional adalah dari level manager dengan penggunaan kedaraan pribadi dan staff dengan menggunakan bus (kapasitas 40 orang), maka bangkitan lalu lintas adalah sebesar 300 kendaraan pribadi + (2000/40=50bus) = 300 smp + 50x3 smp = 450 smp/hari

· Angkutan barang import sebesar 100x3 TEUS = 300 TEUS per bulan (1200 smp/ bulan = 40 smp/hari) dan eksport 100x3,5 TEUS=350 TEUS/bulan = 57 smp/hari. Sehingga total angkutan barang mendekati 100 smp/hari.

· Total bangkitan angkutan buruh dan barang  menjadi 450  + 100 = 550  smp/hari. Jika dikembalikan kepada effect bangkitan dari per hektare kawasan industri adalah 5,5 smp/hari/hektare. Meskipun bangkitan yang diakibatkan oleh per hektare kawasan industri terlihat tidak terlalu besar tetapi ada tuntutan untuk penyediaan jalan dengan kualitas baik karena jalan yang disediakan akan dilalui oleh angkutan berat.

· Dalam perhitungan kebutuhan berbagai fasilitas umum dan sosial sebagai akibat dari bertambahnya penduduk karena faktor migrasi, dari asumsi di atas maka terdapat 7200 tenaga kerja pendatang.

· Untuk kebutuhan perumahan, bila diasumsikan per 1,5 buruh membutuhkan 1 rumah, maka dibutuhkan 4800 rumah.

· Selanjutnya dengan asumsi per unit rumah membutuhkan lahan 150 m2, maka kebutuhan lahan untuk perumahan menjadi 720.000 m2 atau 72 hektare.

· Jika tambahan kebutuhan lahan untuk berbagai fasilitas umum dan sosial adalah 25% dari lahan perumahan, maka dibutuhkan tambahan lahan sekitar 18 hektare. Dengan demikian total kebutuhan lahan untuk perumahan dan fasilitas umum dan sosial menjadi 90 hektare.

· Dengan mengembangkan per hektare kawasan industri akan dibutuhkan lahan untuk kegiatan penunjang dengan luas yang hampir sama, atau dengan perkataan lain setiap hektare kawasan industri akan membutuhkan areal pengembangan seluas 2 hektare.

· Dalam perhitungan kebutuhan fasilitas sosial digunakan asumsi bahwa setiap 1,5 buruh membentuk 1 KK maka jumlah KK sebesar 4800 KK. Jika 1KK terdiri dari 4 orang, maka jumlah penduduk yang bertambah adalah 19.200 orang. Maka akan dibutuhkan lingkungan permukiman dengan fasilitas SLP dan SLA  3-4 buah, 1 Puskesmas, dan fasilitas umum dan sosial lainnya seperti fasilitas rekreasi, peribadatan, perbelanjaan, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menyediakan kebutuhan tersebut.

Dari pembahasan di atas jelas bahwa persoalan di luar Kawasan Industri akan berkembang cukup besar dan membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius. Untuk itu perlu kesiapan pemerintah otonom yang akan memberikan ijin usaha kawasan industri.

Secara ringkas kriteria pertimbangan pemilihan lokasi kawasan industri dan lokasi industri dapat dilihat pada Tabel 1.

 

     Tabel 1

Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi

Kawasan Industri

	No
	Kriteria Pemilihan Lokasi
	Faktor Pertimbangan

	1
	Jarak ke Pusat Kota
	Maksimal 15 – 20 Km

	2
	Jarak terhadap permukiman
	Minimal 2 (dua) km

	3
	Jaringan jalan yang melayani
	Arteri primer

	4
	Sistem jaringan yang melayani
	· Jaringan listrik 

· Jaringan telekomunikasi

	5
	Prasarana angkutan
	Tersedia pelabuhan laut / outlet (export /import)

	6
	Topografi / kemiringan tanah
	Maks 0 - 15 derajat

	7
	Jarak terhadap sungai


	Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV

	8
	Daya dukung lahan
	Sigma tanah ( : 0,7 – 1,0 kg/cm2

	9
	Kesuburan tanah
	Relatif tidak subur (non irigasi teknis)

	10
	Peruntukan lahan 
	· Non Pertanian

· Non Permukiman

· Non Konservasi

	11
	Ketersediaan lahan 
	Minimal 25 Ha

	12
	Harga lahan
	Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)

	13
	Orientasi lokasi 
	· Aksessibilitas tinggi

· Dekat dengan potensi Tenaga kerja

	14
	Multiplier Effects
	· Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari.

· Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x luas perencanaan KI.

· Kebutuhan rumah .(1,5 TK ~ 1 KK)

· Kebutuhan Fasum – Fasos. 


         Catatan: Analisis, Oktober 2001

2.2.3.
Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri


Disamping kriteria lokasi dan kebutuhan infrastruktur, kegiatan industri juga harus memenuhi standar teknis tertentu, yang juga akan mempengaruhi pengalokasian ruang yang diperuntukkan bagi kegiatannya. Pemahaman terhadap standar teknis kawasan industri diperlukan baik dalam rangka memilih lokasi yang tepat bagi rencana lokasi kawasan industri maupun dalam menilai apakah rencana pengembangan kawasan industri yang diusulkan oleh investor dapat memenuhi berbagai prasyarat teknis, sehingga dapat menghindari terjadinya permasalahan teknis dan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa persyaratan teknis kawasan industri akan diuraikan sebagai berikut:

2.2.3.1.
Kebutuhan Lahan

Pembangunan kawasan industri minimal dilakukan pada areal seluas 20 hektar. Hal ini didasarkan atas perhitungan efisiensi pemanfaatan lahan atas biaya pembangunan yang dikeluarkan, dan  dapat memberikan nilai tambah  bagi pengembang.

Disamping itu setiap jenis industri membutuhkan luas lahan yang berbeda sesuai dengan skala dan proses produksinya. Oleh karena itu dalam pengalokasian ruang industri tingkat kebutuhan lahan perlu diperhatikan, terutama untuk menampung pertumbuhan industri baru ataupun relokasi.  Secara umum dalam perencanaan suatu kawasan industri yang akan ditempati oleh industri manufaktur,  1 unit industri manufaktur membutuhkan lahan 1,34 Ha. Artinya bila di suatu daerah akan tumbuh sebesar 100 unit usaha industri manufaktur, maka lahan kawasan industri yang dibutuhkan adalah seluas 134 Ha.

2.2.3.2.
Pola Penggunaan Lahan

Sesuai dengan SK Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 50/1997 tentang standar teknis kawasan industri, terdapat 2 komponen penggunaan lahan yang diatur, yaitu:

· Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal

· Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal.

Sedangkan dari segi teknis perencanaan terdapat pula 2 komponen lain, yaitu : 

· Jalan dan saluran antara 8 – 12% dari total luas areal

· Fasilitas penunjang antara 6 – 12% dari total luas areal

Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB/BCR), Koefisien Lantai Bangunan/KLB, Garis Sempadan Bangunan/GSB diatur sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Secara lengkap pola penggunaan lahan suatu kawasan industri dapat dilihat pada Tabel 2. 





Tabel 2

POLA PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI

	No
	Jenis 

Penggunaan
	Struktur Penggunaan (%)
	Keterangan

	1
	Kapling Industri
	Maksimal 70 %
	Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan Perda setempat (60 : 40)

	2
	Jalan dan Saluran
	8 – 12 %
	· Untuk tercapainya aksessibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan)

· Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton

· Perkerasan jalan minimal 7 m

	3
	Ruang Terbuka Hijau
	Minimal 10%
	Dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan perimeter

	4
	Fasilitas penunjang
	6-12 %
	Dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb 


2.2.3.3.
Sistim Zoning

Mengingat kawasan industri sebagai tempat beraglomerasinya berbagai kegiatan industri manufaktur dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dalam arti kebutuhan utilitas, tingkat/jenis polutan maupun skala produksi, dan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan infrastruktur dan utilitas, serta tercapai efisiensi dalam biaya pemeliharaan serta tidak saling mengganggu antar industri yang saling kontradiktif sifat-sifat polutannya, maka diperlukan penerapan sistem zoning dalam perencanaan bloknya, yang didasarkan atas: 

· Jumlah limbah cair yang dihasilkan

· Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy

· Polusi udara

· Tingkat kebisingan

· Tingkat getaran

· Hubungan antar jenis industri

2.2.3.4.
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Apabila jenis-jenis industri yang akan berlokasi di dalam kawasan industri berpotensi limbah cair, maka wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu yang biasanya mengolah 4 parameter kunci, yaitu BOD, COD, pH, TSS dan warna. 

Sehubungan dengan IPAL terpadu hanya mengolah 4 parameter, maka pihak pengelola wajib menetapkan standar influent yang boleh dimasukan ke dalam IPAL terpadu, dan parameter limbah cair lain atau kualitas atas 4 parameter kunci tersebut jauh diatas standar influent, maka wajib dikelola terlebih dahulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik. 

Dalam perencanaan sistim IPAL Terpadu yang hanya mampu mengolah 4 parameter kunci (BOD, COD, TSS dan pH), sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu : 

a. Investasi maksimal yang dapat disediakan oleh pengembang untuk membangun sistim IPAL Terpadu dikaitkan dengan luas kawasan industri, sehingga harga jual lahan masih laik jual (salable).

b. Peruntukan badan air penerima limbah cair (stream) apakah merupakan badan air klas I, II, III atau IV sesuai dengan PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.


Berlandaskan kedua faktor pertimbangan di atas, dalam perencanaan suatu Kawasan Industri standar influent untuk keempat parameter tersebut adalah sebagai berikut :

· BOD
:
400 – 600 mg/l

· COD
:
600 – 800 mg/l

· TSS
:
400 – 600 mg/l

· pH
:
   4  - 10

2.2.3.5.
Ukuran Kapling


Mengingat penyediaan Kawasan Industri adalah untuk menampung sebanyak mungkin kegiatan industri, disamping dimungkinkan suatu kegiatan industri menggunakan 2 atau lebih unit kapling, maka dalam perencanaan tata letak (site planning) kawasan industri sebaiknya diterapkan “:sistim modul” 


Dalam penerapan sistim modul kapling industri terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

a. Perbandingan lebar (L) : panjang P/ (depth) diupayakan 2 : 3 atau 1 : 2 

b. Lebar kapling minimal di luar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) kiri dan kanan adalah kelipatan 18 m.

Sebagai illustrasi dapat dilihat pada denah berikut ini :














2 atau 1













J a l a n


2.2.3.6.
Penempatan Pintu Keluar – Masuk Kapling


Kegiatan industri pada umumnya untuk mengangkut bahan baku/penolong ataupun hasil produksi menggunakan kendaraan berat, sehingga untuk menghindari terjadinya gangguan sirkulasi antar kapling sebaiknya penempatan pintu keluar masuk kapling yang bersebelahan di tempatkan pada posisi yang berjauhan.


Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada denah berikut ini :









J a l a n 

2.2.3.7.
Penyediaan Tempat Parkir & Bongkar Muat


Mengingat jaringan jalan dalam suatu Kawasan Industri membutuhkan tingkat aksessibilitas yang tinggi, maka dalam perencanaan tata letak pabrik maupun site planning kawasan industri perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kapling pabrik.

b. Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal/kapling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat.

c. Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun kontainer bahan baku/penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola Kawasan Industri, sehingga tidak memakir bus atau kontainer di bahu jalan Kawasan Industri.

2.2.3.8.
Standar Teknis Sarana dan Prasarana Penunjang Dalam     Kawasan Industri

1.
Perusahaan kawasan industri wajib membangun/menyediakan sarana dan prasarana teknis untuk menunjang  kegiatan industri, sebagai berikut :

a.
Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan industri.

· Jalan satu jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum 8 meter atau:

· Jalan dua jalur dengan satu arah, lebar perkerasan minimum 2x7 meter.

· Dalam pengembangan sistem jaringan jalan di dalam KI, juga perlu dipertimbangkan untuk adanya jalan akses dari KI ke tempat permukiman disekitarnya dan juga ke tempat fasilitas umum di  luar KI.

b.
Saluran buangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah setempat.

c.
Saluran pembuangan air kotor (sewerage), merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu.

d.
Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, yang kapasitasnya dapat memenuhi permintaan. Sumber airnya dapat berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum atau dari sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri.

e.
Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber tenaga listrik dapat disediakan  oleh PLN maupun pengelola kawasan industri (perusahaan listrik swasta).

f.
Penerangan jalan pada tiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri dengan sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah.

h.
Unit perkantoran perusahaan kawasan industri.

i.
Unit pemadam kebakaran.

2. Perusahaan kawasan industri dapat menyediakan prasarana penunjang teknis lainnya seperti kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pagar kawasan industri, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.

3.
Dalam rangka penyelenggaraan pemasaran serta pelayanan kepada konsumen (masyarakat/investor industri) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dan pelaku industri perlu membangun fasilitas pemasaran atau yang lebih di kenal dengan “trade center”, adapun fungsinya adalah:

· Sebagai tempat pameran (exhibition) produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan industri di daerah  tersebut.

· Tempat promosi bagi kawasan-kawasan industri dan pelaku – pelaku industri yang ada di daerah tersebut. 

· Tempat pelayanan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan – kegiatan industri.

· Dapat menjadi salah satu obyek wisata bagi daerah tersebut. 

Trade center ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pelaku industri di daerah tersebut untuk mempromosikan  potensi dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga mendorong masuknya investasi ke daerah tersebut. 

Berikut ini adalah tabel yang memuat standar teknis pelayanan yang bersifat umum yang minimal tersedia dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan industri (Tabel 3), serta tentang alokasi peruntukan lahan kawasan industri (Tabel 4)

Tabel 3

Standar Teknis Pelayanan (umum)
	No


	Teknis Pelayanan
	Kapasitas Pelayanan
	Keterangan



	1
	Luas lahan per unit usaha
	0,3 – 5 Ha
	· Rerata Industri manufaktur butuh lahan 1,34 Ha

· Perbandingan lebar : panjang 2 : 3 atau 1 : 2 dgn lebar minimum 18 m di luar GSB

· Ketentuan KDB, KLB, GSJ & GSB disesuaikan dengan Perda yang bersangkutan.



	2.
	Jaringan jalan
	- Jalan Utama
	2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m atau

1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan minimum 8 m

	
	
	- Jalan lingkungan
	2 arah dengan lebar perkerasan minimun 7 m

	3
	Saluran Drainase
	Sesuai debit
	Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan lingkungan

	4
	Saluran severage
	Sesuai debit
	Saluran tertutup yang terpisah dari saluran drainase

	5
	Air Bersih
	0,55 – 0,75 l/dtk/ha
	Air bersih dapat bersumber dari PDAM maupun air tanah yang dikelola sendiri oleh pengelola KI, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

	6
	Listrik 
	0,15 – 0,2 MVA/Ha
	Bersumber dari listrik PLN maupun listrik swasta.

	7
	Telekomunikasi
	4 – 5 SST/Ha
	· Termasuk faximile/telex

· Telepon umum 1 SST/10 Ha

	8
	Kapasitas kelola IPAL
	Standar influent:

BOD  :  400 – 600 mg/l

COD  :  600 – 800 mg/l

TSS   :  400 – 600 mg/l

pH     :  4 - 10
	Kualitas parameter limbah cair yang berada diatas standar influent yang ditetapkan, wajib dikelola terlebih dahulu oleh pabrik ybs.  

	9
	Tenaga kerja
	90 –  110 TK/Ha
	

	10
	Kebutuhan hunian
	1,5 TK/unit hunian
	Hunian dapat berupa :

· Rumah hunian

· Mess/dormitori karyawan

	11
	Bangkitan Transportasi
	· Eksport=3,5 TEU’s/Ha/bln

· Import=3,0 TEU’s/HA/Bln
	Belum termasuk angkutan buruh dan karyawan.

	12
	Prasarana  dan sarana sampah (padat) 
	· 1  bak sampah/kapling

· 1 armada sampah/20 Ha

· 1 unit TPS/20 Ha
	Perkiraan limbah padat yang dihasilkan adalah : 4 m3/Ha/Hari 

	13
	Kebutuhan Fasilitas Komersial
	· Sesuai kebutuhan dengan maksimum 20% luas lahan.
	· Dalam fasilitas komersial ini diperlukan adanya suatu trade center sebagai tempat untuk promosi dan pemasaran kawasan serta produk-produk yang dihasilkan di dalam kawasan.

· Kantor perijinan 1 atap.


Tabel 4

Alokasi Peruntukan Lahan Kawasan  Industri

	 Luas lahan dapat dijual 

(maksimum 70%)
	Jalan dan sarana penunjang lainnya
	Ruang terbuka hijau

(%)

	
	
	

	Luas kawasan industri 

(Ha)
	Kapling industri 

(%)
	Kapling komersial

 (%)
	Kapling Perumahan

 (%)
	
	

	10 – 20


	65 – 70
	Maks. 10
	Maks. 10
	Sesuai kebutuhan
	Min. 10

	>20 – 50


	65 – 70
	Maks. 10
	Maks. 10
	Sesuai kebutuhan
	Min. 10

	>50 – 100


	60 – 70
	Maks. 12,5
	Maks. 15
	Sesuai kebutuhan
	Min. 10

	>100 – 200


	50 – 70
	Maks.15
	Maks. 20
	Sesuai kebutuhan
	Min. 10

	>200 – 500
	45 – 70
	Maks. 17.5
	10 – 25
	Sesuai kebutuhan
	Min. 10

	>500


	40 – 70
	Maks. 20
	10 – 30
	Sesuai kebutuhan
	Min. 10


Keterangan :

1. Kapling  komersial adalah kapling yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri  untuk sarana penunjang seperti perkantoran, bank, pertokoan/tempat belanja, tempat tinggal sementara, kantin, dan sebagainya

2. Kapling perumahan adalah kapling yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri untuk perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya, seperti tempat olahraga dan sarana ibadah.

3. Fasilitas yang termasuk sarana penunjang lainnya, antara lain pusat kesegaran jasmani (fitnesscenter), pos pelayanan telekomunikasi, saluran pembuangan air hujan, instalasi pengolahan air limbah industri, instalasi penyediaan air bersih, instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi telekomunikasi, unit pemadam kebakaran.

4. Persentase  mengenai penggunaan tanah untuk jalan dan sarana penunjang lainnya disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5. Persentase ruang terbuka hijau ditetapkan minimal 10% sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan.

2.2.4.
Aspek Administratif

2.2.4.1.  
Bentuk Badan Usaha

Dalam rangka pengembangan kawasan industri pada era otonomi daerah ini, maka peran pemerintah daerah dalam mengambil inisiatif terhadap pembangunan kawasan industri sangat penting, apalagi pemerintah daerah memerlukan dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah dimungkinkan untuk mengembangkan  suatu badan usaha profit yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat daerah. Adapun badan-badan usaha yang ideal dan berpotensi dalam pengembangan kawasan industri  adalah:

1. Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD)

2. Koperasi

3. Perusahaan swasta asing/nasional berbadan hukum (PT, CV, TBK dsbnya)

Badan usaha ini harus tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang jujur dan adil.  

2.2.4.2.
Prosedur Perijinan Sebelum UU No. 22 Tahun 1999 Tentang 
Otonomi Daerah

A.
Kawasan Industri

Adapun tahapan yang dilalui untuk proses perijinan ini meliputi persetujuan prinsip, ijin lokasi, ijin usaha kawasan industri dan hak guna bangunan. Secara kronologis langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh suatu perusahaan kawasan  industri  untuk memperoleh perijinan yang dimaksud sebagai berikut:

1.
Persetujuan Prinsip

Perusahaan Kawasan Industri dengan fasilitas investasi (PMA/PMDN) mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada BKPM, sedangkan untuk non fasilitas mengajukan permohonan kepada Menperindag cq Sekretaris Jenderal. Dalam pengajuan ini harus dilengkapi dengan:

· Akte Pendirian Perusahaan

· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

· Sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan)

· Surat pernyataan dari perusahaan kawasan industri bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan RTRW, dan tidak terletak pada lahan yang beririgasi teknis.

Setelah permohonan persetujuan perinsip diterima secara lengkap, selambat-lambatnya14 (empat belas) hari kerja, pejabat yang ditunjuk mengeluarkan atau menolak pemberian persetujuan prinsip. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 2 (dua) tahun.

2.
Ijin Lokasi

Setelah memperoleh Persetujuan Prinsip, maka perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan Ijin Lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan dimana lokasi Kawasan Industri tersebut direncanakan, atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kanwil Pertanahan.

Permohonan tersebut dilengkapi dengan :

· Akte pendirian perusahaan

· Surat keterangan NPWP

· Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon

· Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah.

· Uraian rencana proyek yang akan dibangun

· Persetujuan prinsip/surat persetujuan BKPM.

Dalam mempersiapkan Ijin Lokasi, Bupati/Walikota madya atau Gubernur mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Ijin Lokasi diperlukan untuk memperoleh tanah guna melaksanakan rencana penanaman modal.

Ijin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:

a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham.

b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri.

d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) pengembangan tersebut.

e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh Ijin Perluasan Usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan.

f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m2 untuk usaha bukan pertanian, atau

g. Tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan untuk usaha Kawasan Industri oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan 1 group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :

1 Propinsi

:    400 Ha

Seluruh Indonesia
: 4.000 Ha

Khusus untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya maksimum luas penguasaan tanah adalah dua kali maksimum luas penguasaan tanah untuk satu propinsi di luar Jawa.

Ketentuan pembatasan luas penguasaan tanah tersebut tidak berlaku untuk:

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan umum (PERUM) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

b. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

c. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go public”.

Ijin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

a.
Ijin Lokasi seluas sampai 


dengan 25 Ha
:
1 (satu) tahun

b.
Ijin Lokasi seluas lebih


dari 25 Ha s/d 50 Ha
:
2 (dua) tahun

c.
Ijin Lokasi seluas lebih


dari 50 Ha
:
3 (tiga) tahun

Perolehan tanah oleh pemegang Ijin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Ijin Lokasi, apabila dalam jangka waktu Ijin Lokasi perolehan tanah belum selesai, maka Ijin Lokasi dapat diperpanjang waktunya selama 1 tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Ijin Lokasi.

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Ijin Lokasi, termasuk perpanjangannya maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Ijin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang.

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

3.
Persetujuan Site Plan

Berdasarkan hasil pembebasan tanah, dalam rangka memperoleh Ijin Usaha Kawasan Industri, perusahaan Kawasan Industri wajib menyusun Rencana Tapak Kawasan (site plan) yang selanjutnya harus dimintakan persetujuan kepala Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk. Pengesahan rencana tapak tanah (site plan) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan oleh Pengusaha Kawasan Industri.

4.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)


Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyusun ANDAL beserta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Dokumen ANDAL, RKL dan RPL, tersebut harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.

5.
Tata tertib (Estate Regulation) kawasan Industri:


Tata Tertib Kawasan Industri disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri dengan maksud untuk memperinci ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan industri, yaitu Perusahaan Kawasan Industri dan Pihak Perusahaan Industri yang berada di dalam kawasan industri.


Tata Tertib Kawasan Industri sekurang-kurangnya berisi informasi tentang:

· Ketentuan peraturan perundangan yang perlu ditaati oleh masing-masing pihak.

· Ketentuan yang berkaitan dengan hasil studi AMDAL Kawasan Industri terutama ketentuan pengendalian dampak yang harus dilakukan baik oleh Perusahaan Kawasan Industri, maupun oleh masing-masing Perusahaan Industri.

· Ketentuan spesifik  yang berkaitan dengan rencana Perusahaan Kawasan Industri dengan yang bersangkutan. 

6.
Ijin Usaha Kawasan Industri

Permohonan Ijin Usaha kawasan industri ditujukan kepada Menperindag cq Sekretaris Jenderal untuk non fasilitas dan Ketua BKPM dalam rangka fasilitas PMA/PMDN, apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

· Menyampaikan informasi terakhir kemajuan pembangunan Proyek Kawasan Industri.

· Memiliki site plan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan RTRW.

· Menyelesaikan pembelian tanah sesuai Ijin Lokasinya.

· Membuat ANDAL, RKL, dan RPL kawasan industri yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

· Membuat Tata Tertib Kawasan Industri.

· Telah siap untuk dioperasikannya sebagian dari prasarana kawasan industri sekurang-kurangnya meliputi jalan masuk ke kawasan industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam kawasan industri, serta instalasi pengolah air limbah bagi kawasan industri sesuai dengan AMDALnya.

Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan Ijin Usaha Kawasan Industri, pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Deperindag dalam rangka non fasilitas dan Ketua BKPM dalam rangka fasilitas PMA/PMDN, telah melaksanakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan kesiapan kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan (BAP), selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal atau Ketua BKPM untuk diterbitkan  Surat Ijin Usaha Kawasan Industri (SIUKI).

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terpenuhinya persyaratan ijin usaha kawasan industri, maka SIUKI tersebut dikeluarkan. 

Ijin Usaha Kawasan Industri bagi perusahaan kawasan industri yang berstatus Non PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri, sedangkan yang berstatus PMA berlaku untuk 30 (tiga puluh) tahun.   

7.
Pencabutan SIUKI

Surat ijin usaha kawasan industri dapat dicabut dalam hal:

· Melakukan perluasan tanpa Ijin Perluasan Kawasan Industri

· Tidak menyampaikan informasi secara berturut-turut 3 (tiga) kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar.

· Melakukan pemindahan hak atas ijin usahanya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Sekjen atau Ketua BKPM atau pejabat yang ditunjuknya

· Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ijin Usaha dan standar teknis kawasan industri yang ditetapkan didalam pedoman Pembangunan Kawasan Industri.

8.
Hak Guna Bangunan (HGB):

Permohonan HGB diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Permohonan HGB tersebut dilampiri dengan :

· Akte pendirian perusahaan/badan usaha

· SK. Pengesahan badan usaha

· Gambar Situasi

· Ijin Lokasi

· Akte jual beli atau pelepasan hak tanah

· Ijin Usaha kawasan industri.

· NPWP

· PBB Terakhir

· Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh ) hari kerja setelah berkas permohonan HGB diterima secara lengkap, panitia pemeriksa tanah yang ditunjuk telah menyelesaikan pemerikasaan dan membuat risalah pemeriksaan tanah.

· Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja risalah pemeriksaan tanah selesai, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan HGB.

· HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

9.
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB):

Perusahaan Kawasan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Permohonan IMB diajukan kepada Bupati/ Walikota melalui Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta.

Permohonan IMB tersebut dilampiri dengan:

· Surat Ijin Lokasi

· Bukti diri pemohon

· Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan menteri kehakiman

· Sertifikan hak atas tanah, atau bukti perolehan tanah

· Pelunasan PBB terakhir

· Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis.

Adapun proses perijinan yang diuraikan diatas, diberlakukan sebelum pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar  1 berikut ini. 
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2.2.4.3.
Proses Administrasi Perijinan Dalam Otonomi Daerah

Iklim berusaha yang sehat mensyaratkan tingkat "efisiensi" yang tinggi, artinya seberapa besar iklim berusaha yang sehat itu tercipta, sangat tergantung pada, bagaimana menciptakan mekanisme kerja yang "efisien" dari segi waktu dan biaya. Faktor utama dalam kegiatan ekonomi, yang menentukan sehat atau tidaknya iklim berusaha tersebut adalah; peraturan dan birokrasi perijinan (regulasi dan birokrasi perijinan). Sudah menjadi kenyataan bahwa prosedur perijinan dan peraturan-peraturan berusaha di Indonesia terkenal "rumit, berbelit, lama dan mahal" yang menciptakan ekonomi biaya tinggi (high cost economic), hal ini sangat tidak menguntungkan bagi upaya mendorong perkembangan ekonomi secara umum.

Untuk mendorong perkembangan pembangunan khususnya di sektor industri, maka perlu segera dilakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi perijinan, kebijakan ini akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya, keuntungan tersebut antara lain:

· Biaya rendah
· Waktu cepat
· Minimalisasi terjadinya praktek KKN
Pada kenyataannya proses perijinan pengembangan kawasan masih melalui perjalanan yang panjang dan lama, mulai dari ijin prinsip hingga beroperasinya Kawasan Industri. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, terutama dalam menyikapi otonomi daerah sekarang ini.  Dalam hal ini  masalah deregulasi dan debirokratisasi terutama ditekankan pada implikasi langsung dari pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke daerah. Selanjutnya dalam kaitan dengan pelimpahan tersebut diupayakan agar mekanisme kerjanya dapat ditingkatkan efisiensinya seperti prinsip yang diungkapkan di atas.

Perijinan Kawasan Industri

Dari skema perijinan pada gambar 1 dapat dilihat bahwa instansi/pejabat yang berwenang dalam rangkaian proses perijinan pengembangan kawasan industri meliputi: Menperindag Cq Sekjen Deperindag, Ketua BKPM, Bupati/Walikota, Gubernur, Kanwil Pertanahan, dan Kantor Pertanahan, Instansi terkait di Kabupaten/Kota. Dengan adanya pelimpahan wewenang pemerintah dari Pusat ke Daerah, maka kewenangan dalam Ijin Persetujuan Prinsip yang sebelumnya ada di Menperindag dan BKPM akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Demikian pula dengan Ijin Usaha Kawasan Industri dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, namun sampai dengan saat ini dalam rangka investasi menggunakan fasilitas masih dimungkinkan perijinannya diterbitkan oleh instansi pusat. 

Dengan adanya otonomi daerah maka dalam proses ijin usaha kawasan industri yang sebelumnya dikeluarkan di Pusat, yaitu oleh BKPM untuk investasi dengan fasilitas PMA/PMDN dan oleh Menperindag untuk investasi non fasilitas, maka pada era otonomi daerah melalui UU22/1999 dan PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan PP No 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Peringkat Daerah, ijin usaha kawasan industri baik yang bersifat fasilitas maupun non fasilitas dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang industri.

Satu permasalahan yang perlu dan penting dipertimbangkan dalam mekanisme pelimpahan wewenang ini adalah dalam kasus dimana Kawasan Industri yang akan dikembangkan berada pada daerah perbatasan dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota dan areal perencanaan/pengembangan berada di 2 (dua) daerah otonomi, siapa yang akan mengeluarkan perijinannnya ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka fungsi, peran, kedudukan dan wewenang  Gubernur Cq Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang industri perlu mendapat penegasan dan penetapan. Makna sebagai koordinator yang mengintegrasikan pemerintahan kabupaten/kota yang ada dalam satu propinsi perlu mendapat perumusan yang jelas, tegas dan lugas. Persoalan kewenangan Gubernur sebagai koordinator dalam eforia otonomi daerah cenderung dikecilkan dan memberikan wewenang yang berlebihan bagi pemerintah kabupaten/kota. Dengan memberikan wewenang yang jelas maka dalam kasus adanya perencanaan dan pengembangan kawasan industri yang lintas batas adminstrasi, maka perijinannya akan dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi (untuk kasus antar kabupaten/kota dalam satu propinsi) dan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk kasus-kasus dimana daerah pengembangannya mencakup dua kota/kabupaten yang berbeda propinsinya.

Lebih lanjut dalam pelimpahan wewenang dari Pusat ke Daerah, maka diperlukan arahan yang jelas instansi/dinas mana yang akan bertugas dan mengeluarkan atau memberikan izin.  Prosedure perijinan kawasan industri setelah diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah bersangkutan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Perijinan Perusahaan Industri

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, maka ada beberapa proses perijinan yang sebelumnya ada di pusat akan dilimpahkan ke daerah, seperti: Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Eksport, Ijin Investasi dan Ijin Tenaga Kerja Asing. Ijin-ijin ini yang sebelum otonomi berada di Deperindag, Depnaker dan BKPM yang berada di Jakarta, selanjutnya akan berada di daerah otonom dibawah pengendalian Bupati/Walikota. Oleh karena sudah berada dalam satu wewenang kendali, maka akan dimungkinkan untuk membuat proses perijinannya lebih efisien dan terintegrasi. Dalam hal ini proses perijinan dapat dikembangkan dalam sistem pelayanan satu atap/pintu.

Pelayanan perijinan satu atap ini merupakan alternatif yang cukup strategis pada tingkat daerah otonom. Alternatif ini dapat ditempuh oleh pemerintah otonom untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal ini investor industri, sehingga investor cukup mempersiapkan prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan, selanjutnya seluruh proses perijinannya dilayani oleh aparat pemerintah daerah otonom.   Pelayanan ini dapat pula dijadikan nilai tambah dan daya tarik yang dapat dipromosikan oleh daerah otonom tersebut kepada para investor. Untuk Kawasan Industri, dalam rangka memudahkan perijinan investor perusahaan industri, maka kantor pelayanan ini dapat ditempatkan di dalam Kawasan Industri. Adapun instansi/dinas yang diperlukan dalam sistem satu atap tersebut adalah Dinas Perindag, Dinas Penanaman Modal, Kantor Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Bea Cukai, PLN, Telkom, PDAM dan PN.Gas.

Pemanfaatan teknologi komputer akan sangat membantu dalam mempercepat kerja sekaligus membantu menciptakan tertib administrasi dan pengarsipan secara lebih baik. Dalam pelayanan pengurusan ijin-ijin terutama dilingkungan pemerintah masih banyak sekali yang dilakukan secara manual, sehingga pelayanan yang diberikan lamban dan terbatas. Untuk itu pemanfaatan teknologi komputer dengan sistem jaringan yang menghubungkan antar instansi berwenang dalam perijinan akan semakin memaksimalkan kinerja birokrasi pemerintahan. 

Untuk mengatasi ketidakjelasan waktu penyelesaian ijin-ijin, maka sebaiknya perlu ditetapkan batasan (jangka waktu) yang pasti dalam memproses ijin yang diajukan, misalnya ijin akan keluar 2 x 24 jam setelah berkas (persyaratan) diserahkan. Adanya batasan waktu yang jelas ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan investor industri untuk menjalankan kegiatannya.  

Ijin – ijin yang secara prinsip substansinya sama dan/atau sudah ada pada perijinan Kawasan Industri, sebaiknya diringkas dalam satu perijinan saja. Misalnya: Land use (tata guna lahan) di dalam kawasan industri dikenai ijin  site plan dan IPPT, secara substansi dan fungsinya sama. Sehingga sebaiknya diringkas didalam satu ijin saja,  misalnya cukup dengan master plan karena didalamnya telah mencakup site plan dan IPPT.  Selanjutnya ijin-ijin yang sudah dikeluarkan untuk Kawasan Industri, tidak lagi dilakukan pada perusahaan industri yang akan berlokasi di KI, seperti ijin lokasi, dan ijin HO. 
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Menperindag untuk lintas batas Propinsi





Dinas PMD/Perindag Propinsi bila areal KI terjadi lintas batas





Kanwil Pertanahan 





PMDN/Non Fasilitas 30 tahun





PMA 20 tahun





HGB





Dinas PMD/Perindag Kabupaten/Kota





Kepala Dinas PMD/Perindag Kabupaten/Kota





Ka Dinas PMD/Perindag  Prop.  bila areal KI terjadi lintas batas Kab/Kota





Menperindag untuk lintas batas Propinsi





Kantor Gubernur DKI Jakarta





Kantor Bupati/Walikota untuk  daerah di luar DKI





Diperpanjang Max 1 thn
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1 thn :luas s/d 25 Ha


2 thn: luas 25-50 Ha


3 thn: luas >50 Ha





IJIN LOKASI





Non PMA/PMDN





PMA/PMDN





Diperpanjang Max 2x2 thn





IJIN USAHA KAWASAN INDUSTRI





PMDN / Non Fasilitas  Tak Terbatas
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PERSETUJUAN PRINSIP





Berlaku 4 tahun





TAHAPAN PERIJINAN
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PERSETUJUAN PRINSIP





Berlaku 4 tahun





TAHAPAN PERIJINAN





INSTANSI TERKAIT





MASA BERLAKU





L
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atau
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GSB





GSB





Min 18 m
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